PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR OX TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA

Menimbang :

Mengingat :

DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

. bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil
sebagai bukti otentik terhadap kepastian seseorang maka pendaftaran
penduduk perlu d_itingkalkan pelaksanaannya;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun

2001, tentang Retrbusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Karty
Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali retribusi penerbitan Kartu
Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga dan Akta-akta Catatan Sipil;

. 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821};

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah {Lembaga Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38692) -
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 34 Tahun
2000 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 1089,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

r

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4834 ),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2008

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4674},

Peraturan Pemerintah Nomor €6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahur 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 ); :

Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736);

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan-Pemerintahan DaeratrKabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
di Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomeor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

dan
BUPAT|I LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS| PENERBITAN KARTU

TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA-AKTA
CATATAN SIPIL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung
Selatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan Perundang-undangan yang beriaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komoditi, Persercan- Lainnya : Badan Usaha Millk Negara, atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
IKoperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal
di Indonesia. :
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Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanzkan pelayanan dalam urusan
Administrasi Kependudukan.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur sebagai hasil dari kégiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan alas
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan. '

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Kartu Keluarga, Kartu
Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor [dentitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KX, adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang
dalam register Pencatatn Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa
Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peristiwa Penting adatah kejadian yang dialami oleh seseorang methu kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk
tinggal dl Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka wakiu yang
terbalas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

fzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk
tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.-Petugas ‘Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung

jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAK, adalah satuan kerja
yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan
bagi penduduk yang beragama Islam.
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Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi, selanjulnya disingkat UPTD Instansi
Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkal kecamatan yang melaksanakan pelayanan
Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Desa atau yang disebul dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-balas wilayah yang berwenang uniuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal selempat, berdasarkan asal-usui
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesaluan Republik Indonesia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW alau
sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan
dibina oleh pemerintahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan
masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta
untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan di Kelurahan / Desa.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk tujuan kepenlingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Penggantian Biaya Pencatalan Sipil yang selanjulnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas penggantian biaya penyelenggaraan Pencalatan Sipil yang
khusus diberikan alau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retibusi.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan Akta Catatan Sipil.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang kemudian disingkat SPORD adalah
sural yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi
dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terulang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Relribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB I
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

.Pasal 2

Dengan nama Relribusi penerbitan KTP, KK dan Akla-akta Catatan Sipil dipungut
Retribusi atas penerbitan KTP, KK dan Akta-akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian jasa Pelayanan Pembuatan / Penerbitan :

1.
2.

Kartu Tanda Penduduk;
Kartu Keluarga;

L ]



Akla Perkawinan;

Akta Perceraian:

Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;

Akta Ganli Nama bagi WNA,

Akta Kematian; '

Kutipan Akta kedua dan seterusnya;

Salinan Akla;
. Sural Keterangan dan Surat Kenal Lahir (SKL);dan
. Tanda Bukli Pelaporan.
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. Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan KTP,
KK dan Akta Catatan Sipil.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penerbitan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Umum,

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa divkur berdasarkan jumlah KTP, KK dan Akta Catatan Sipil yang
diterbitkan.

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi didasarkan pada Penggantian biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil dengan
memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

Pasal 8

(1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
(2) Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagal berikut

a. Kantu Tanda Penduduk. . ...... ........c...cece.ennn. Rp. 10.000,-
b. KartuKeluarga ......ccooiiiiiiiiiiiie e e Rp. 5.000,-
€. Akta Perkawinan............ccoociiiviirinine e vnn e rreans Rp. 60.000,-



d. AktaPerceraian .........................coeer s venver o en. Rp. 60.000,-
e. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak ............... Rp. 60.000.-
f.  Akta Ganti Nama bagi WNI Kelurunan .................. Rp. 100.000,-
g AktaKematian ........... ... ..., Rp. 10.000,-
h.  Kulipan Akta kedua dan seterusnya ..................... Rp. 50.000,-
i.  Salinan Akta Perkawinan ................................... Rp.  50.000,-
|- Salinan Akta Perceraian ..........ccccoveeeiineeeeee e, Rp. 30.000,-
k. Salinan Akta Kematian ...........cocoovvvie v el Rp. 10.000,-
i.  Salinan Akla Pengakuan Anak ..........c.ccoceveeeenennn, Rp. 30.000,-
m. Surat Kenal Lahir (SKLY ..., Rp. 10.000.-
n. Tanda Bukli Pelaporan ................o.covevvcieeee o Rp. 10.000-
0. SuratKeterangan ..............c.ccooviiiiiiiiii e, Rp. 2.500,-
BAB VI
MASA RETRIBUSI| DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Masa Retribusi untuk KTP berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

(2) Masa Retribusi unluk KTP bagi penduduk yang berusia 60 tahun ke atas adalah
seumur hidup,

(3) Masa Retribusi Kartu Keluarga (KK) berlaku pada saal ada perubahan data pada
Kartu Keluarga dan atau ada peraturan yang mengalur.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditelapkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Relribusi yang terhitung dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk {KTP), dan atau Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD ( Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ).

{2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan
Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. ’

Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraluran Bupati.

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB Xil
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus di muka.

Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati. '

Hasil pemungutan retribusi yang dipungut merupakan PAD yang disetorkan
seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XIil
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan alau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan
kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diben
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.



()

(3)

(1)

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi tersebut; '

Meminta keterangan dan bahan bukli dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi;

Memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan dokumen—dukumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukli pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokemen lain serta melakukan penyitaan—penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana bidang retribusi;

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

Memotret seseorang atau tempat-tempat yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi; )

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang dipandang perfu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah mepurut hukum vyang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acata Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah}).

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. '
Pasal 20

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nuomor 13 Tahun 2001 Tentang Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga
dan Akta-akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Ftbuan 2009
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA
Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 10 Februarn 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

RUSDI MALIKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 02
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR (02 TAHUN 2009 .
TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

. UMUM

Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan tentang Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-
akia Catatan Sipil.
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Pasal 15
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Cukup Jelas
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